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Nomor : 334 /K.BAWASLU-PROV.SB-13/PM.00.02  Bukittinggi, 20 November 2020 

Sifat :   Sangat Segera   

Lampiran :   -    

Perihal :  Himbauan   

   

Kepada Yth  : 

1. Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.  

2. Tim Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi  

 

di 

 Bukittinggi. 

   

Dengan hormat, 

 Dasar Hukum.  

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Undang-undang 

menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-

undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;  

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Penyelanggaraan Pemilhan Umum. 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 

Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

serentak lanjutan dalam kondisi bencana  nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19). 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelanggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona virus Disease 2019 

(Covid-19). 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir 

oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota Wakil Walikota.   

 

A. Bahwa Berdasarkan Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Undang-undang menjadi undang-undang sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
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Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang.  

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon 

Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; 

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai 

Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;. 

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan 

kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; 

e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; 

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih 

kekuasaan dari pemerintahan yang sah; 

g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye; 

h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; 

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan 

j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan 

kendaraan di jalan raya; 

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU 

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 

 

B. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Undang-undang menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan 

larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 

600.000,00 (enam ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta 

Rupiah)”  

C. Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Undang-undang menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan 



 
Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok  
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181 
Email : panwaslubukittinggi@gmail.com  
 

larangan pelaksanaan Kampanye Pemilhan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 69 huuf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 

sedikit  Rp. 100.00,00 (Seratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu 

Juta Rupiah)”  

 

 Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Bukittinggi menghimbau kepada Pasangan Calon 

Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi agar memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam 

Undang-Undang di atas dan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. 

 

 Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan 

terima kasih.  

  KETUA 

   

 

 

 RUZI HARYADI, S.Ag., M.A                                                  
 

 

 Tembusan : 

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

2. Kapolres Kota Bukittinggi  

3. KPU Kota Bukittinggi  
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